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Menimbang

Berdasarkan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 503.1 St bt /DPMPTSPNIIII2023

a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN GLOBAL INSAN MULIA
Nomor tanpa nomor Tanggal tanpa tanggal, Perihal Permohonan Surat Izin
Operasional Sekolah.

b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor
DK-02.02 I 1892 NII 2023 Tan ggal 1 0 Ju Ii 2023, P erihal Rekom end asi.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah arftara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;
6" Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan

berusaha berbasi s risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 0601tJ12002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar

Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Orgl2007 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;

12" Peraturan Daerah KabLrpaten Bekasi Nomor 06 Tahhun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabr.rpaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019,Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bup'ati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraafl Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16" Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021

tentang Pemberian lzin Pendirian Satuan Pendidikan.
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Menetapkan

a. Nama PT/Yayasan
b. Nama Sekolah
c. Alamat Sekolah

d. Penanggung Jawab Yayasan
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)
f. NPWP Yayasan

e. Nama KBLI

h. Kode KBLI
i. Kualifikasi/Jenjang
j Masa Berlaku

Tembusan :

l. Yth" Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi

3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
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MEMUTUSKAI{

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi

memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

YAYASAN GLOBAL INSAN MULIA
SMP ISLAM TERPADU GLOBAL MULIA
Jt. Untung Surapati, Kp" Cibereum RT"001/006, Ds. Mekarmukti, Kec'

Cikarang Utara, Kab. Bekasi
H. TEGUH WIBOWO, SE.,M.Si
t214000230298
31 .21t.896. l -435.000
pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Swasta
85122
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu

2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematr-rhi semlla ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlakLl
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

3. Sekoiah/Lernbaga-wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan

sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;

4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang

berlaku;
5, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalarn penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya'

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bekasi
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